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5.1 Kesimpulan

Anak yang dieksploitasi ibunya yang telah divonis secara pidana atau
disebut juga anak tereksploitasi memiliki hak asasi manusia untuk memperoleh
perlindungan dari orang tua dan perlindungan dari kegiatan eksploitasi yang
membahayakan jiwa dan tumbuh kembangnya. Negara Indonesia yang
berkewajiban melindungi hak-hak tersebut, memberikan perlindungan anak dalam
situasi tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dalam bentuk perlindungan
khusus guna memberikan rasa aman dan jaminan terhadap kelangsungan proses
tumbuh kembang anak tereksploitasi. Saat ibu dari anak tereksploitasi berada di
Lembaga Pemasyarakatan setelah divonis secara pidana, ada kalanya kesejahteraan
anak terancam karena adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh absennnya atau
ketidakhadiran sang ayah, maupun keluarga yang anak itu miliki.

Oleh karenanya, demi memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan,
keselamatan, dan kesejahteraan anak tereksploitasi, dilakukanlah pengasuhan anak
tereksploitasi oleh Lembaga Asuhan Anak. Salah satu dari Lembaga Asuhan Anak
adalah unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau biasa lebih dikenal dengan
sebutan panti sosial dalam Pasal 5 Huruf ¢ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2020. Pengasuhan yang pada mulanya sifatnya sementara dapat berubah menjadi
pengasuhan permanen bilamana upaya penelusuran keluarga dan/atau keluarga
sedarah anak asuh (anak tereksploitasi) tidak berhasil dan upaya reunifikasi tidak
membuahkan hasil karena adanya satu dan lain sebab. Saat anak terekploitasi
menjadi sebatang kara (hidup sendirian) karena satu-satunya keluarganya, yaitu
ibunya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, tahap pertama reunifikasi berupa
penelusuran keluarga dan/atau keluarga sedarah anak tereksploitasi menjadi tidak
solutif. Maka dari itu, pengasuhan permanen diberikan kepada anak tereksploitasi
yang menjadi anak asuh dan dilakukan dengan cara pengangkatan anak terlebih
dahulu kemudian jika pengangkatan anak tidak bisa dilakukan, maka anak
tereksploitasi anak menempuh perwalian sesuai dengan ketentuan Pasal 52

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020.
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Seorang anak tereksploitasi yang mendapat pengasuhan permanen harus
memenuhi persyaratan material dan administratif untuk dapat menjadi anak yang
dapat diangkat. Salah satu di antara 4 (empat) persyaratan material calon anak yang
dapat diangkat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 ialah
anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Kategorisasi terhadap anak yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 6 Huruf b Peraturan Menteri
Sosial Nomor 110/HUK/2009 didapati menyulitkan anak yang telah berusia 6
(enam) tahun tetapi belum berusia 12 (dua belas) tahun untuk bisa menjadi anak
yang dapat diangkat oleh sebab tidak adanya frasa ‘yang memerlukan perlindungan
khusus’ sehingga terdapat ketentuan yang tidak seragam dengan dua kategori
lainnya tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi nasib anak asuh yang
mendapatkan pengasuhan permanen untuk menempuh pengangkatan anak atau
langsung menempuh perwalian. Jika anak tereksploitasi tidak memenuhi
persyaratan untuk menjadi anak yang dapat diangkat, maka anak tersebut akan
memasuki proses perwalian. Pada perwalian, terdapat sejumlah pihak yang dapat
ditunjuk menjadi wali berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2019.

Berdasarkan kondisi anak tereksploitasi yang belum mencapai 18 (delapan
belas) tahun dan tidak memiliki keluarga selain daripada ibunya, maka keluarga
anak dan saudara tidak dapat ditunjuk sebagai wali karena pada nyatanya tidak ada
dan ‘orang lain’ sesungguhnya dapat ditunjuk namun karena batasannya tidak
ditentukan secara jelas, maka ada baiknya bila badan hukum yaitu Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKS Anak), panti sosial sebagai unit pelaksana teknis
daerah, atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, yang menjadi wali bagi
anak tereksploitasi yang mendapat pengasuhan permanen melalui pengajuan
permohonan penunjukan wali ke pengadilan. Penunjukkan itu hendaknya dilakukan
dengan melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial tingkat kabupaten/kota setempat sebagai bahan
pertimbangan dalam penunjukkan menjadi wali oleh pengadilan dengan
memperhatikan kewajiban yang timbul bagi wali bilamana badan hukum tersebut

benar ditunjuk menjadi wali oleh pengadilan.
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Saat seorang anak tereksploitasi melalui proses pengasuhan anak,
pengangkatan anak, dan berakhir pada perwalian, hubungan antara anak tersebut
dengan ibunya ialah hubungan orang tua dengan anak yang tidak meliputi
kekuasaan atas diri maupun kekayaan anak tersebut. Selain itu, karena alasan
biologis yang pada dasarnya tidak dapat berubah karena ketentuan hukum perdata,
maka anak tereksploitasi itu tetap menjalin hubungan darah dengan ibunya. Pada
saat yang sama juga, kewajiban alimentasi atau pemberian biaya pemeliharaan tetap
ada pada sang ibu sehingga ia masih dibebankan dengan kewajiban memberikan
biaya pemeliharaan kepada anaknya yang berada dalam perwalian oleh badan

hukum sebagai tanggung jawab moral.

5.2 Saran

Bagi hakim pidana, sebaiknya mempertimbangkan akibat dan/atau dampak
yang ditimbulkan dari putusan pidana terhadap pihak-pihak selain terdakwa serta
meminimalisir dampak negatif yang muncul, terutama bagi anak tereksploitasi yang
menjadi korban salah seorang atau kedua orang tuanya yang hanya memiliki orang
tua sebagai keluarga yang melakukan pengasuhan terhadap dirinya. Bagi Menteri
Sosial Republik Indonesia, dalam rangka memberikan perlindungan bagi hak anak
tereksploitasi yang berumur 6 (enam) tahun dan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
sebaiknya menambahkan frasa ‘yang memerlukan perlindungan khusus’ dalam
kategori dengan huruf b sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 sehingga seragam
dengan dua kategori lain untuk anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
guna menciptakan kepastian hukum bagi sebagian anak asuh yang mendapatkan
pengasuhan permanen menjadi calon anak yang dapat diangkat. Bagi Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebaiknya mengecualikan
anak yang diberikan perlindungan khusus yang kekuasaan orang tuanya telah
dicabut, dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang
mengharuskan penunjukkan wali berdasar pada permohonan atau wasiat orang tua,
guna membuat anak yang dieksploitasi salah seorang atau kedua orang tuanya

sendiri menjadi lebih leluasa untuk memasuki proses perwalian.
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